UU No. 12 Tahun 2011:

norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk oleh
lembaga negara melalui prosedur
yang ditetapkan oleh per uu an.

Peranan:

1.Kaidah hukum yang dikenal dan tertulis
2 .Memberikan kepastian hukum yang nyata
3.Struktur dan sistematika yang jelas
sehingga dapat diuji dan diperiksa
4 .Pembentukan dan pengembangan
dapat direncanakan.

1.Fungsi internal:
Penciptaan hukum,
Pembaruhan hukum,
Integrasi dan
Kepastian hukum.

_ Didasarkan atas:
2.Fungsi eksternal:

Stabilisasi, kemudahan 1. Asas formil
perubahan 2. Asas materiil
3. Asas kejelasan tujuan
2 4. Asas kelembagaan
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Menjalankan tugas dan kewajiban
sesuai dengan aturan yg berlaku

Menyebrang jalan di tempat
penyebrangan

peraturan tertulis yang memuat —

Tata Urutan Per UU an dalam Sistem
Hukum Nasional di Indonesia

Memperhatikan:

1. Aspek substansial
2. Aspek prosedural

Didasarkan atas:

1. perintah UUD NRI 1945

2. perintah ketetapan MPR

3. perintah UU lainnya

4. sistem perencanaan
pembangunan nasional

5. rencana pembangunan
jangka panjang dan menengah

6. rencana kerja pemerintah dan
strategis DPR

7. aspirasi dan kebutuhan
masyarakat

Bersikap sopan santun
dalam lingkungan keluarga

Membuang sampah pada
tempatnya

Tidak berbuat onar
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